BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR 4 /HK/2020
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Nege-i Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang . Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067); )?




S. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Malaka

- (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kakupaten
Malaka Nomor 28);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 7 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2019 Nomor 07)

7. Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 55).

8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2019 Nomor 63). ‘

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU : Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020
dengan kategori kelompok “Rendah”;
KEDUA : Penentuan kategori kemampuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dihitung berdasarkan besaran
, pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai
Al Aparatur Sipil Negara;
KETIGA : Hasil perhitungan besaran pendapatan umum daerah dikurangi

dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dirincikan sebagai
berikut: ‘

a. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp.536.592.211.937,-
terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar : Rp. 53.035.519.937,-

2) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar : Rp. 6.441.206.000,-

-3) Dana Alokasi Umum sebesar : Rp.477.115.486.000,-

b. Belanja Pegawai sebesar Rp.293.566.795.142,- terdiri atas:
1) Gaji dan Tunjangan sebesar * Rp.243.463.686.142,-

2) Tambahan Penghasilan Pegawai : Rp. 50.103.109.000,-

¢ Hasil Perhitungan adalah Rp. 243.025.416.795,- §/

S




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
. pada tanggal 6 Januari 2020

_$ STEFANUS BRIA SERAN
’ j"i{:""

-

Tembusan: _
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
) 4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;’
b 5. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Malaka di Betun; g/‘
;\'{.’/ B




